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Tool Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan

Tool Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi
Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit. Toolkit ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan
pembuat kebijakan disektor keamanan. Toolkit ini terdiri dari 17 Tool berikut :
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Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki
perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska
1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (policy research) mengembangkan dialog antara
berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi
sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.
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Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan
tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong
pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi
dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional
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Kata Pengantar
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forced (DCAF)

Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan
khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis
dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sektor keamanan. Tool ini juga bermaksud untuk
meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan
oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor
keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif.
Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi
diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada
akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog)
pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab
atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum
dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini.

Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas-
komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor-
aktor termarjinalisasi dan membawa proses perumustan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi.
Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara-
negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi
pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik.

Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor
keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki
kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan
reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya
manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok
masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa
kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan,
penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:

e Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan

e Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait

e Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik

e Membagiinformasidan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat
kebijakan, parlemen dan media

e Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun
perspektif-perspektif sosial yang ada

e Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal

e Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan

e Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik

e Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen

e Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan

e Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan

e Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan

e Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan

e Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan

e  Mempromosikan pemerintah yang responsif
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e Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level
eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat

e Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam
rejim demokratis dan non demokratis

e Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional
yang non demokratis dan non representatif

Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala
bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk
memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta
norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hadala satu cara untuk
membangun dukungan dan tekanan di bidang ini.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi
Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan
reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal
kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan
dari comunitas OMS Indonesia.

Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi
dari Tool Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia
dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. Tool ini merupakan kerangka kunci permasalahan
dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan
memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat
lokal.

Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan Geneva Centre for the Democratic Control
of Armed Forces (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan
Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (workshop) dan
pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Tool ini menggambarkan
kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi
reformasi jangka panjang, tool ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari
proses reformasi sektor keamanan Indonesia.

Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementrian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan

proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor
keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole
Deputy Head Operations NIS
and Head Asia Task Force
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Kata Pengantar
Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)

Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi
Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008),
IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong,
mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya-
upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu
rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain
berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan
strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan
dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan,
pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran
tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa
pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam
orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis
bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan
pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu,
dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS
berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangnya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi
kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul.

Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan
wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil.
Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel,
jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan
jaringan yang konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana
terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan
konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika
transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya
dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembali melihat efektivitas
dan persinggungan stretegis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK.

Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS.
Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi
peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat
wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan.

Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun

agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan
serta upaya-upaya advokasi lainnya.
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Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit,
merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan
untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul
disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda
dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tool ini merupakan kerjasama antara IDSPS
dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik
Federal Jerman.

Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah
Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor

keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas
advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaarim A
Direktur Eksekutif IDSPS

Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit




Daftar Isi

Akronim Vii
1. Pengantar 1
2. Riwayat Satpol PP 2
3. Satpol PP dan Otonomi Daerah 3
4. Dasar Hukum Satpol PP 4
5. Prosedur Tetap Operasional dan Perlengkapan 6
6. Tindak Kekerasan Satpol PP 7
(. Wacana Masyarakat akan Kebutuhan Satpol PP 8
8. Daftar Pustaka 14
9. Bacaan Lanjutan 15

=
o

Lampiran 16
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AKronim

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DLLA]J Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EKOSOB Ekonomi, Sosial, dan Budaya

HAM Hak Asasi Manusia

NGO Non-Governmental Organization

PKL Pedagang Kaki Lima

PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PNS Pegawai Negeri Sipil

PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja

SDM Sumber Daya Manusia

uu Undang-Undang

vocC Vereenigde Oostindische Compagnie
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Dalam perjalanan Anda ke kantor, menjemput anak
sekolah, bepergian ke mal, atau ketika sedang
pelesiran di kota Anda, mungkin Anda pernah
dikagetkan dengan suatu peristiwa yang tiba-tiba
menghentikan perjalanan Anda dan mendorong Anda
untuk menyaksikannya barang sejenak: serombongan
orangberseragamterlibat dalam suatu aksi pengusiran
penuh kekerasan dan paksaan terhadap sekelompok
pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Atau
dalam bentuk lain, serombongan orang berseragam
itu terlibat aksi tarik-menarik dengan massa rakyat

yang mempertahankan rumahnya.

Jika Anda tak pernah melihat peristiwa demikian,
mungkin Anda pernah menyaksikan adegan serupa
di televisi. Atau setidaknya Anda pernah membaca
tentang aksi mereka di media misal ketika mereka
melakukan razia ke panti-panti pijat, warung
remang-remang, losmen-losmen, lokalisasi, dan lalu
menangkap misalnya pengunjung yang ada di sana,

dan lain-lainnya.

Rombongan berseragam itu bukanlah tentara. Nama
resminya adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau
disingkat Satpol PP. Meski ada kata ‘polisi’ di dalam
nama kesatuan tersebut, mereka bukanlah, dan sama
sekali tidak terkait dengan, institusi polisi yang umum
dikenal. Status resmi mereka sebagian besar adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena itu mereka bekerja

berdasarkan aturan-aturan sebagai PNS.

Barangkali hati Andaterenyuh melihat aksi pengusiran,
perampasan, atau pemukulan, yang penuh kekerasan
dan anarkis, yang kebanyakannya menimpa kalangan

miskin dan tak berpunya itu? Atau bisa saja jadi Anda

setuju saja dengan aksi-aksi yang mereka lakukan,
dengan anggapan sudah seharusnya kalangan
masyarakat itu ‘ditertibkan’ atau ‘diamankan.’
Lepas setuju atau tidak, tampaknya hal yang penting
diketahui dan pertanyaan yang harus dijawab terlebih

dulu adalah:

Siapakah Satpol PP itu?

Apa dasar hukum kehadiran mereka?
Sejauh mana batas-batas wewenang
yang mereka miliki?

Adakah wewenang prosedural untuk
pekerjaan mereka?

Apakah aksi-aksi mereka sudah sesuai
prosedur yang digariskan?

Mengapa mereka tampak sangat

militeristik?

Apakah memang institusi Satpol PP ini
dibutuhkan?

Jika ya, seperti apa idealnya?
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Keberadaan Satpol PP, yang bermoto Prajawibawa,

sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan
Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluw
saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan
hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan
hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota.
Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman warga
kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi
kepolisian di setiap Karesidenan dan Kawedanan
untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan
keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluw
ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang
tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan
sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial
dikembangkan menjadi: Pertama, Polisi Pamongpraja
(Bestuurpolitie) yang ditempatkan menjadi bagian
dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh
kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-
agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat
pamongpraja. Kedua, Polisi Umum (Algemeen Politie)
yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk
menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  kepolisian.
Ketiga, polisi bersenjata (Gewapende Politie). Untuk
polisi pamongpraja dan polisi umum, keduanya
ditempatkan di bawah Kejaksaan (Procureur Generaal)
pada Mahkamah Agung (Hoogerrechtshof) sebagai
penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan

keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamongpraja (Bestuurpolitie) hadir untuk
mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi
yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-
pejabat pamongpraja. la melekat pada fungsi pamong

yang menekankan pada kemampuan memimpin

warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana

layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali
dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah
Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di
Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja
di DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk
menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Padatanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah
menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan
Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawa
dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk
tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan
Menteri dalam Negeri NO. UR32/2/21/Tahun 1950
untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan
Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya Satpol
PP. Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai
Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang

diperingati setiap tahun.*

PadaTahunl960,dimulaipembentukanKesatuan Polisi
Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang
mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan
Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi
Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri
Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun
1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya
dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam
UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.
Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi
Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1

Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah Satpol
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PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan UU No
5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, Satpol PP
merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan

tugas dekonsentrasi.?

Satpol PP adalah bagian dari struktur pengendalian
kota atau daerah yang saling terkait dan kadang
bertumpang-tindih dengan institusi-institusi
pengendalian yang lain. Berbagai macam aparatus
pengendalian ini mulai dari yang resmi dibuat oleh
pemerintah sendiri: kepolisian, jaksa, dan lain-lain
hingga siskamling yang ‘seolah-olah’ dibuat oleh
masyarakat sendiri terdiri dari satpam (Satuan
Pengamanan), Kamra (atau “hansip”) dan ronda
membentuk apa yang disebut sebagai ‘surveilence’,
yakni ‘kesadaran’ hegemonik yang dibentuk lama
sekali sampai tahap di mana masyarakat berpikir
terus untuk mengawasi diri mereka sendiri, tanpa

harus diawasi, disuruh, dan diperintah lagi.

Seperti diterakan di atas, Satpol PP telah berusia lebih

dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan
Satpol PP makin penting dan menonjol setelah era
reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi
Daerah. Setelah otonomi daerah, Satpol PP menjadi
lembaga yang independen yang melaporkan langsung
tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah
dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang
mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab
yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan
kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-

fisik untuk anggota-anggotanya.

Di samping itu, Satpol PP memiliki otoritas sebagai
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang bisa
melakukan penyelidikan dan membawa persoalan ke
pengadilan, suatu otoritas yang tidak mereka miliki
sebelum era otonomi daerah. Dengan status baru itu,
mereka juga bisa memiliki fasilitas-fasilitas tambahan
seperti alat komunikasi, kendaraan patroli, dan lain-
lain. Semua fasilitas ini berasal dari pemerintah
daerah, yang uangnya diambil dari dana APBD dan

dana taktis yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

1 Di Jakarta sendiri, pengaktifannya dimulai pada tahun 1956 oleh Gubernur Suwiro dengan nama Onbezoldigde Politie-ambtenaren
atau politisi tanpa gaji yang pada tahun berikutnya berganti namanya menjadi Pegawai Petugas Kepolisian Jakarta Raya (Lih.

Tadie, 109:170).

2 Bagian sejarah ini dihimpun dan diolah dari Heru Suprapto, “Ulang Tahun Satuan Polisi Pamongpraja Satpol PP ke-58,” dalam
http://rakyatmiskin.wordpress.com/2008/04/09/60/ (diunduh 17 Februari 2009); Nurkholis Hidayat dan Nena Wulandari,
Memerangi Rakyat Miskin Kota: Laporan LBH Jakarta mengenai Sepak terjang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di

Jakarta, Laporan Tak Diterbitkan, tt.tt.

3 Lih. Joshua Barker, “State of Fear; Controlling The Criminal Contagion in Suharto’s New Order,” Indonesia, Cornell University,

No. 66. Oktober 1998.
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Alokasi dana Satpol PP Kabupaten Bantul, misalnya,

pada tahun 2003 berjumlah 700 juta. Menurut Kepala
Satpol PP, 140 juta dari dana tersebut digunakan untuk
mengumpulkan data mengenai pembangunan tanpa
izin yang benar, dan 60 juta untuk pengembangan
sumber daya manusia, dan sisanya untuk kegiatan-

kegiatan operasional.

Karena kebutuhan sebagai lembaga yang mandiri di
bawah pemerintahan daerah yang otonom ini pula,
maka jumlah personil Satpol PP pun meningkat dan
bertambah dibanding sebelum penerapan otonomi
daerah. Satpol PP Kota Mataram misalnya, pada
tahun 1998 hanya berjumlah 18 orang. Jumlah ini
meningkat menjadi 30 personil di tahun 2000 dan
meningkat lagi menjadi 60 personil di tahun 2001.
Setelah fungsi perlindungan sosial yang sebelumnya
menjadi tanggungjawab Kesbanglinmas diambil oleh
Satpol PP, jumlah mereka padatahun 2004 bertambah
menjadi 98 orang, terdiri 49 pegawai negeri sipil dan
39 kontrak.* Kecenderungan bertambah ini terus
meningkat, tidak saja dalam jumlah personil, tapi
juga jaminan gaji, dana yang dibutuhkan, penyediaan

fasilitas, dan lainnya.

Kini UU 5/1974 sudah tidak berlaku lagi, digantikan
UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU
32/2004 disebutkan bahwa tujuan Satpol PP adalah:
1. Untuk

membantu kepala daerah dalam

menegakkan Perda dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan
Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.

Dalam undang-undang pemerintah daerah ini pula
ditegaskan bahwa Polisi Pamong Praja dapat diangkat
sebagai Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS). Pasal
149 menyatakan sebagai berikut:

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat
diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran
atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat
penyidik dan penuntut umum sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,
khususnya Pasal 148 di atas, menjadilandasan hukum
keberadaan Satpol PP. Pasal ini bahkan menuntut
pembentukan Satpol PP sebagai kelengkapan struktur
pemerintahan daerah. Dengan UU ini, hampir tak ada
lagi daerah yang tidak mempunyai lembaga Satpol

PP.
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Payung hukum keberadaan Satpol PP di atas,

kemudian diperkuat lagi dengan sejumlah Perda.

Misalnya Kabupaten Bogor menambah lagi dengan

empat Perda untuk mengukuhkan keberadaan Satpol

PP, yakni:®

* Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bogor;

* Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14
Tahun 2005 Tentang Pembentukan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor;

* Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15
Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
dan

* Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8
Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum.

Catatan: Peraturan Daerah untuk memperkukuh

keberadaan Satpol PP ini memiliki isi yang berbeda-

beda di tiap daerah walaupun tidak signifikan.

Perda tentang ketertiban umum, merupakan sumber
hukum yang harus diperhatikan. Karena melalui
Perda inilah, tugas-tugas “penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat,” dilakukan
oleh Satpol PP. Dalam praktik, sasaran utamanya
secara umum adalah pedagang kaki lima, pengemis,
pelacur dan pekerjaan-pekerjaan yang ‘dianggap’
bertentangan dengan pengaturan kota, seperti tukang
becak. Selain juga, bangunan liar, pengendalian jual
beli minuman keras, tempat hiburan banderol, iklan/
reklame, dan lain-lain. Tetapi dalam hal “membantu
kepala daerah dalam menegakkan Perda,” tugas-
tugas Satpol PP tentu berbeda dan bervariasi antara
satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada

perda-perda yang dikeluarkan pemerintah daerah

bersangkutan. Makin banyak perda yang dikeluarkan
makin banyak pula tugas dan tanggung jawab Satpol
PP. Makin bervariasi perda-perda itu makin bermacam

pula tugas mereka.

Tetapi karena perda-perda yang bervariasi antara satu
daerah dan daerah lainnya, maka kecenderungan
politik Satpol PP antara satu daerah dengan daerah
lainnya juga berbeda. Satpol PP Bantul misalnya
dianggap dekat dengan bupati. Kedekatan ini, seperti
dikeluhkan oleh kalangan DPRD setempat, sudah
dianggap terlalu ekstrim, karena kesannya Satpol PP
lebih banyak menjaga dan mengawal bupati daripada
mendorong pelaksanaan Perda yang menjadi fungsi
utamanya. Karena itu, dengan otoritas baru dan
struktur organisasinya itu, cukup beralasan jika DPRD
bahkan mengkhawatirkan Satpol PP cenderung
disalahgunakan oleh pejabat-pejabat daerah,
khususnya oleh bupati untuk mencapai tujuan-tujuan
mereka sendiri. Tentu akan lebih berbahaya lagi,
menurut mereka, jika Satpol PP juga diperlengkapi
dengan senjata dan fasilitas-fasilitas yang lebih

komplit.

Sementara Satpol PP Kota Mataram misalnya, seperti
dikeluhkan kalangan NGO setempat, sering menjadi
instrumen pemerintah daerah untuk melawan NGO
yang mengkritik pemerintah. Bersama dengan Pam
Swarkarsa, yang terdiri dari kelompok-kelompok
pengamanan, Satpol PP menjadi trisula (ditambah
Polri) pemerintah daerah vis a vis masyarakat. Jika
Satpol PP berada pada garis depan untuk membuat
kocar-kacir “demonstrasi-demontrasi yang dianggap
liar dan tak berizin,” maka Pam Swarkarsa adalah
alat pemerintah daerah untuk melancarkan dan

mendukung program-program kebijakan pemerintah

4 Kristiansen, Stein, dkk., Human Rights & Good Governance in Indonesia: Securing Social and Economic Rights in a Decentralized
Government, draft awal riset bersama Adger University College dan Gadjah Mada University, September 2004. Riset ini terutama
difokuskan pada daerah Bantul, Yogyakarta dan Kotamadya Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

5 Lih. Pemda Kabupaten Bogor, http://satpolpp.bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=17

0 (diunduh 18 Februari 2009).
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di level masyarakat. Pam Swakarsa sendiri -yang

mendapat pelatihan dari Satpol PP— merupakan

asisten Satpol PP dalam kegiatan-kegiatan mereka.®

Sedangkan di kotamadya Banjarmasin, Satpol PP
banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan
perda-perda yang bernuansa syariat, seperti ‘Perda
Nomor 4 Tahun 2005’ atau disebut ‘Perda Ramadan,’
yakni peraturan daerah yang melarang makan dan
minum serta merokok di tempat-tempat umum dan
juga berjualan di siang hari di bulan Ramadan serta
membuka tempat hiburan di malam hari. Perda
ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Di setiap
Ramadan Satpol PP menggelar razia untuk menangkap
orang-orang yang melanggar Perda Ramadan sebagai
wujud dari penerapan Perda tersebut. Pada bulan
puasa tahun 2008 lalu, Satpol PP wilayah Kotamadya
Banjarmasin tercatat telah melaksanakan 20 kali
operasi razia Perda Ramadan. Dalam operasi ini,
Satpol PP menangkap sejumlah orang yang merokok
di ruang publik atau sejumlah pedagang yang buka

sebelum pukul 5 sore sesuai ketentuan Perda.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun

2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan prosedur tetap

operasional yang dimiliki oleh Satpol PP. Prosedur ini

terdiri atasi® :

1. prosedur  operasional ketenteraman  dan
ketertiban umum;

2. prosedur operasional pelaksanaan penanganan
unjuk rasa dan kerusuhan massa;

3. prosedur operasional pelaksanaan pengawalan
pejabat/orang-orang penting;

4. proseduroperasional pelaksanaan tempat-tempat
penting;

5. prosedur pelaksanaan operasional patroli;

6. prosedur operasional penyelesaian  kasus

pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan

Peraturan Daerah.

Cakupan kewenangan prosedur tetap operasional
Satpol PP yang diatur di dalam Permendagri ini
sangat luas. Melalui Permendagri ini Satpol PP tidak
hanya menjalankan fungsi operasional ketentraman
dan ketertiban umum, namun juga menjalankan
kewenangan-kewenangan yang dimiliki institusi lain,
seperti kepolisan, DLLAJ, Dinas pertamanan, dinas-
dinas dan lembaga lainnya. Selanjutnya, Gubernur

dan walikota merupakan pejabat yang berwenang

6 Lih. Kristiansen, terutama Chapter VI Security Sector hal. 151-174 dan 211-233. Dalam hal kecenderungan politik Satpol PP
Bantul yang memiliki kedekatan berlebihan dengan bupati ini, hasil riset tahun 2004 ini penting dicatat. Pada 11 Februari 2008,
Lembaga Ombudsman daerah Yogyakarta didemonstrasi, diserbu, dan dirusak oleh sejumlah massa yang mengaku ‘tidak terima’
dengan hasil polling yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, yang menyebut ada ketidaktransparan pemerintah daerah dalam
penggunaan bantuan dana korban gempa. Orang-orang di sekitar Bupati diduga berada di balik demonstrasi ini setelah diketahui
Asek | Pemda Bantul, Sukardiyono dan Kepala Satpol PP, Kandiawan, dan Sulistyo (Ketua Paguyuban Dukuh), terlibat dalam
demonstrasi tersebut. Ketiganya kemudian menjadi tersangka dalam peristiwa perusakan kantor LOS DIY itu.

7 Lih. Najib Kailani, “Perda Ramadan di Banjarmasin,” (2009), laporan penelitian tidak dipublikasikan. Saya berterima kasih atas

peminjaman dan izin mengutip hasil penelitian ini.

8 Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi

Pamong Praja
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dalam menetapkan petunjuk teknis operasional di

tingkat provinsi dan kotamadya.®

Terkait dengan biaya, seluruh pelaksanaan prosedur
tetap operasional Polisi Pamong Praja di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/kotamadya diambil dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.X®

Sementara ,mengenai pakaian dinas, perlengkapan
dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 35 Tahun 2005
Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan
Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Permendagri
ini mengatur seluruh perlengkapan operasional
satuan polisi Pamong Praja, baik perorangan maupun
institusional. Terkaitdengan perlengkapan perorangan,
pedoman ini juga memberikan kewenangan pada
anggota Satpol PP untuk memakai dan menggunakan

senjata api.t*

9 ibid, Pasal 6
10 ibid, Pasal 7

Pada dasarnya, Satpol PP tidak memiliki satu

kewenangan pun untuk melakukan penangkapan

dan penahanan. Namun, dalam prakteknya
satpol PP seringkali melakukan penangkapan dan
penahanan secara sewenang-wenang, terutama
terhadap masyarakat miskin yang dipandang sebagai

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penangkapan dan penahanan secara sewenang-
wenang (arbitrary detention) ini dilakukan oleh Satpol
PP dengan melibatkan institusi kedinasan lain, dalam
hal ini adalah Panti Sosial Kedoya dan Cipayung.
Di tempat-tempat penahanan ini, dicurigai, mereka-
mereka yang ditahan diperlakukan secara tidak
manusiawi. Selain itu, panti-panti ini juga melanggar
standar-standar internasional mengenai tempat
penahanan.*> Sejumlah korban memberikan saksi
bahwa mereka diperlakukan secara buruk dengan
berbagai tindakan yang merendahkan martabat. Panti-
panti ini juga tidak dijalankannya program-program
rehabilitasi sebagaimana yang diinginkannya semula.
Penangkapan dan penahanan sewenang-wenangyang
dilakukan Satpol PP ini menunjukan bahwa Satpol PP

telah bertindak melebihi batas kewenangannya.

Selain penangkapan dan penahanan, pelanggaran
wewenang juga dilakukan Satpol PP dengan terlibat di
dalam operasi penggeledahan. Operasi ini dilakukan

oleh Satpol PP bersama-sama dengan petugas

11 ibid, Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan
Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Menyatakan “Senjata Api adalah berbentuk genggam dan laras panjang, senjata api
berbentuk genggam antara lain, revolver yang dapat digunakan dengan peluru tajam, gas air mata, peluru hampa sedangkan laras
panjang berbentuk antara lain senapan angin dan seterusnya dapat/ digunakan memakai peluru tajam, peluru hampa, peluru karet

dan peluru gas”

12 UNHCHR, Human Rights And Prison- A Manual Human Rights Training For Prisons Officials - Geneva, 2003,
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dari instansi-instansi pemerintahan lain. Dalam

menjalankan operasi diluar wewenang ini, Satpol PP
juga seringkali melakukan tindak kekerasan. Sebagai
contoh adalah operasi yustisi kependudukan yang
dilakukan Satpol PP bersama-sama dengan petugas
dari dinas kependudukan dan catatan sipil, dan
kecamatan. Dalam melakukan operasi ini, satpol PP
dengan seenaknya memasuki rumah-rumah hunian
penduduk dan tempat kost untuk memeriksa dokumen
identitas kependudukan.®®* Jika ada penghuni yang
kedapatan tidak memiliki kartu identitas dan dokumen
yang jelas, Satpol PP segera mengirim paksa mereka
ke panti Kedoya dan mengirim mereka ke luar Jakarta

dengan paksa.

Tindak kekerasan juga dilakukan oleh Satpol PP ketika
melakukan penggusuran PKL maupun razia anak-anak
jalanan dan masyarakat miskin kota lainnya dengan
melakukan penyitaan dengan perampasan atas
barang-barang milik masyarakat. Pasca perampasan
oleh satpol PP, para PKL dan masyarakat miskin kota ini
tidak mendapatkan satu jaminan pun apakah barang-
barang milik mereka dapat diperoleh kembali atau
tidak. Kalaupun dikembalikan ada dua kemungkinan
yang terjadi yaitu, barang dikembalikan dalam kondisi
rusak atau barang dikembalikan dengan membayar
sejumlah uang tebusan yang bersifat illegal kepada

aparat-aparat Satpol PP.

Perilaku Satpol PP ini bertentangan persyaratan
kondisional di dalam General Comment No. 7 pasal
11 kovenan EKOSOB menyatakan bahwa setiap
penggusuran harus memberikan kepastian bagi
korban untuk mengidentifikasi dan menyelamatkan

harta benda miliknya dari tindakan penggusuran.t*

UU dan perda-perda serta berbagai perda yang harus
dijalankanoleh pemerintahdaerahtelahmenempatkan
Satpol PP menjadi aktor pengendalian ketenteraman
dan ketertiban kota/daerah yang strategis dan
penting. Aksi mereka banyak mengundang perhatian
masyarakat karena memang bersifat publik. Selain
itu, aksi mereka juga kerap diberitakan baik oleh
media visual, auditif, maupun cetak. Sebagian
motif pemberitaan ini juga bagian dari ‘sosialisasi’
aparatus pemerintah daerah akan kewajiban mereka
melaksanakan amanat perda(-perda). Langsung
maupun tidak langsung, aksi-aksi Satpol PP ini
menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Tak
heran kalau kedudukan dan kiprahnya itu mengundang
beragam pandangan. Dalam penelusuran wacana di
masyarakat ada beberapa pandangan terhadap Satpol
PP. Pertama, pandangan moderat, kedua, pandangan
liberal, dan ketiga, pandangan kritis.

Pandangan moderat menganggap keberadaan
Satpol PP penting dan perlu terutama untuk menjaga
ketenteraman dan ketertiban kota. Kalau pun ada
aksi-aksi mereka yang terkesan penuh kekerasan
dan melanggar hak-hak asasi, itu menurut mereka,
tidak mengharuskan Satpol PP dibubarkan atau
ditiadakan. Kekerasan terjadi lebih sering karena
kekeliruan yang bersifat teknis-prosedural atau
karena adanya aksi-aksi masyarakat yang bersifat
provokatif terhadap mereka. Dengan pandangan ini,
kalangan moderat lebih banyak membela keberadaan
Satpol PP sembari mengusulkan perlunya Satpol PP
bertindak lebih persuasif dengan tahapan pendekatan
mulai pengayoman, pencegahan hingga penindakan
bagi pelanggaran perda. Di sisi lain, mengharapkan
masyarakat untuk tidak melawan dan memprovokasi

para petugas Satpol PP yang memancing emosi dan
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kemarahan mereka. Untuk itu mereka mengusulkan
perlunya revitalisasi Satpol PP, misal dengan membuat
rambu “kewenangan prosedural” yang harus jelas
dan terukur terutama dalam tahap aksi penindakan.
Pandangan yang banyak didukung masyarakat
menengah ini selanjutnya mengharapkan adanya
peningkatan SDM, anggaran, dan sarana, agar dalam
berbagai tindakan, Satpol PP bisa lebih baik dan

persuasif.t®

Pandangan kalangan moderat cukup berasalan.
Dengancarayangpersuasif,Satpol PPbisamenghindari
aksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi dalam
aksi-aksi mereka. Hal ini dilakukan sejauh ini oleh
misalnya Satpol PP Kotamadya Banjarmasin. Berbeda
dengan gambaran Satpol PP di media elektronik yang
terkesan sangar dalam menangani Perda, menurut
Masrudin, Kepala Satpol PP Kotamadya Banjarmasin,
selama ia bekerja di lapangan di wilayah Banjarmasin,
mereka lebih mengedepankan cara “kekeluargaan”
dan negosiasi. Dia mencontohkan ketika mereka akan
menertibkan PKL atau pasar liar maka pertama-tama
mereka melakukan pendekatan terhadap masyarakat
yang terkena jalur penertiban. “Kami memberitahukan
kepada mereka kalau mereka dilarang berjualan di
area tersebut dan selanjutnya meminta mereka untuk
pindah secara baik-baik. Bahkan kami membantu
mereka untuk pindah dan mengangkut barang-barang
mereka dengan truk atau mobil pick-up,” cerita
Masrudin. Cara-cara seperti ini menurutnya jauh lebih

efektif dan lancar di lapangan.®

Menurut Masrudin, Satpoll PP sebenarnya sering
bekerja dalam kondisi dilema. Dia mencontohkan

bagaimana mereka menertibkan para pedagang kaki

13 www.media-indonesia.com/berita.asp?id=117149 - 19k

lima yang berdagang di sepanjang jalan A. Yani (jalan
utama di kota Banjarmasin). “Kami sadar bahwa
mereka juga bekerja untuk perut dan memenuhi
kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, namun Perda
melarang mereka berjualan di sepanjang jalan. Kami
akhirnya membuat kompromi yaitu membolehkan
mereka buka di sepanjang jalan tersebut namun
dengan syarat tidak permanen, mereka boleh
membuat warung yang bisa dirapikan dan dipindah
setelah selesai berjualan.” Dia melanjutkan, “kalau
saya pulang kerja sekitar pukul 5 sore saya melihat
banyak warung yang buka di sepanjang jalan A. Yani,
namun saya tidak akan menegur mereka karena
sudah di luar jam razia yaitu pagi jam 10.00 sampai

jam 03.00 WITA,” jelas Masrudin.*

Berbeda dengan kalangan moderat, pandangan liberal,
menganggap keberadaan Satpol PP tidak dibutuhkan
sama sekali. Mereka lebih banyak berharap agar
soal ketertiban dan keamanan diserahkan kepada
kalangan polisi saja. Ketidaksetujuan kalangan liberal
yang didukung kalangan kelas menengah ke atas
ini terutama karena Satpol PP sering mengurus hal-
hal yang bersifat ‘privacy,” yang memang menjadi

kemewahan kalangan kelas ini.

Meskipun secara teoritis wewenang polisi dan Satpol
PP telah tertulis dan berbeda, dalam praktiknya clash
dan kesalahpahaman tidak terhindarkan. Satpol PP
bertanggungjawab untuk mengawal pelaksanaan
Perda, terutama peraturan yang mempunyai hukuman,
dengan kata lain terhadap pejabat publik. Sementara
polisi sebagai penegak hukum memainkan peran
sebagai pengawal, pelindung, dan pembela. Ini berarti

polisi dengan fungsinya sebagai penyelidik resmi

14 United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 7 on forced evictions, UN Doc.

E/C.12/1997/4, adopted on 16 May 1997.

15 Yesmil Anwar, “Revitalisasi Satpol Pamong Praja,” Pikiran Rakyat, 18 Maret 2004.
16 Selain Satpol PP Banjarmasin, Satpol PP Solo juga menjadi bukti kemampuan Satpol PP menghindari penggunaan kekerasan
dalam menjalankan tugas penegakan Perda. Lih. Kompas, 1 Juni 2009.

17 Lih. Najib Kailani (2009).
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“Fungsi dan Peran Satpol PP Belum Jelas”, Kompas, 2 Juni 2009.

Ibid.

Lihat, Anneke Osse, Understanding Policing: A resource for human rights activists, Amnesty International Nederland, 2007. Versi
PDF bisa diunduh di http://www.amnesty.nl/documenten/rapporten/Understanding%20Policing%202007%20Full%20text. pdf.
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juga berwenang menegakkan Perda sesuai dengan

tuntunan hukuman.

Tumpang tindih peran, wewenang, dan tanggung
jawab kedua lembaga ini sangat disadari. Namun
keterbatasan personil dan dana polisi daerah
adalah alasan utama mengapa tumpang tindih
dibiarkan begitu saja, termasuk oleh kalangan Polri
sendiri. Bahkan, melalui koordinasi, baik secara
kelembagaan maupun personal, Satpol PP menggelar
operasi razianya atau melakukan patroli bersama
aparat kepolisian, seperti yang terjadi di daerah
Banjarmasin, Bantul, dan Mataram. Dengan ini, maka
tumpang tindih bukannya hendak diselesaikan, dalam
beberapa hal bahkan ‘dilembagakan.” Tetapi bukan
hal yang mustahil di masa mendatang tumpang tindih
ini akan menimbulkan masalah, terutama makin
banyaknya Satpol PP mengambil peran polisi, dengan
mengabaikan ‘code of conduct’ seorang penegak

hukum.

Sementara pandangan kritis, seperti kalangan
liberal di atas, menganggap keberadaan Satpol PP
tidak dibutuhkan. Tapi alasannya sangat berbeda,
ketidaksetujuan terhadap Satpol PP lebih karena
Satpol PP banyak merugikan hajat dasar dari
kehidupan mereka. Pandangan kritis ini didukung
oleh kalangan kelas bawah seperti kaum miskin kota,
pedagang kaki lima, pengamen, pedagang asongan,
pekerja seks komersial, dan lain-lain, yang memang
selama ini sering menjadi sasaran Satpol PP karena
dianggap melanggar Perda mengenai ketenteraman
dan ketertiban kota. Bagi kalangan ini, Satpol PP telah
melakukan banyak kekerasan dan pelanggaran hak

asasi manusia dalam aksi-aksi mereka.

Bagi kalangan kritis ini, Satpol PP tak lebih dari “aparat
militer yang tak berseragam” dengan aksi-aksi mereka
yang sangat militeristik. Berbeda dengan kalangan
moderat, yang memandang aksi-aksi kekerasan yang

dilakukan Satpol PP lebih sebagai ‘akibat’ saja, bagi

kalangan kritis ini sifat kekerasan dan militeristik ini
sudah menjadi watak dan karakter dari Satpol PP ini.
Ini bukan saja terlihat dari seragam yang mereka pakai,
latihan-latihan fisik ala militer yang mereka terima
(yang porsinya mendominasi dibanding latihan-latihan
atau kursus-kursus lain), dan riwayat sejarah mereka
yang terhubung dengan sejarah militer. Sehingga
imajinasi dan citra diri yang membentuk pandangan

mereka pun dipenuhi penampilan sebagai ‘militer.’

Pandangan kalangan yang kritis ini sangat mendasar
dan perlu menjadi perhatian. Kalau ditelusuri lebih
lanjut, memang setidaknya ada beberapa faktor
yang menyebabkan pola perilaku dan pendekatan-
pendekatan yang dilakukan satpol PP begitu
militeristik. Pertama, terkait dengan pedoman Satpol
PP sendiri sebagaimana diatur dalam PP No. 32
Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong
Praja dan prosedur tetap Satpol PP sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan
dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor
ketigayang menyebabkan Satpol PP bersifat militeristik
adalah materi pendidikan Satpol PP didominasi oleh
pendekatan militeristik daripada pendekatan sosial
dan kultural.*®* Keempat, institusi Satpol PP lebih
banyak diisi pegawai-pegawai yang tidak berkualitas,
bahkan cenderung dijadikan tempat pembuangan
pegawai-pegawai yang tak lagi digunakan di instansi-
instansi lain.'® Kedua ketentuan tersebut, yang diikuti
oleh sistem pendidikan militeristik dan kualitas SDM
yang rendah menyebabkan Satpol PP selalu tampil
militeristik, dan hampir-hampir menganggap diri

mereka sebagai bagian dari militer saja.

Dengan alasan ini, kalangan kritis menuntut agar
Satpol PP dibubarkan saja. Atau setidaknya mereka

menuntut pencabutan beberapa Perda, misal yang
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menyangkut ketertiban, ketenteraman, dan keamanan,
yang sebenarnya merupakan ‘nyawa’ dari keberadaan
Satpol PP.

Wacana pembubaran Satpol PP bukanlah mengada-

ada. Sebagian alasannya karena tugas-tugasnya bisa

dilakukan dan memang semestinya dilakukan oleh

aparat kepolisian dan aparat hukum lain, sebagian

lain karena dampak kekerasan dan pelanggaran HAM
yang sering ditimbulkannya. Dalam wacana keamanan
internasional sendiri, sulit mencari padanan Satpol PP
ini di belahan negara lain. Dalam wacana keamanan
dikenal empat aparatus yang mempunyai tugas dan
wewenangnya masing-masing, yakni polisi, militer,
intelejen, dan jasa pengamanan swasta. Karakter dan

sifat kelembagaan Satpol PP tidak ada satu pun yang
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masuk dalam salah satu kategori dari empat jenis

aparat keamanan yang dikenal dengan aturan-aturan

hukumnya selama ini.?°

20 Lihat, Anneke Osse, Understanding Policing: A resource for human rights activists, Amnesty International Nederland, 2007. Versi
PDF bisa diunduh di http://www.amnesty.nl/documenten/rapporten/Understanding%20Policing%202007%20Full%20text.pdf.
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Menimbang : a.

Mengingat o1

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 26 TAHUN 2005
TENTANG

PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGER],

bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan
tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu
meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan
tugasnya;

. bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat

berdayaguna dan berhasilguna secara optimal, perlu ada pedoman
operasional sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja
dalam melaksanakan tugas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim aksud dalam huruf a

dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 50, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4428);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang

Organisasi dan Tata Karla Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PROSEDUR TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan
Daerah.

2. Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah petunjuk bagi aparat Polisi
Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan keertiban

umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala.

Pasal 2
Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan prosedur tetap.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas operasional Polisi pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala
yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4
gro.sedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri
ari:
a. proseduroperasional ketenteraman dan ketertiban umum;
b. proseduroperasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
c. prosedur operasional pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
d. prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting;
e. prosedur pelaksanaan operasional patroli;
f.  prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan

Peraturan Daerah.

Pasal 5

Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Pasal 6

(1) Petunjuk teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi ditetapkan oleh
Gubernur.

(2) Petunjukteknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota ditetapkan oleh
Bupati/Walikota.

Pasal 7

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Prosedur Tetap Operasional Polisi
Pamong Praja Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi.

(2) Segala biaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Prosedur Tetap Operasional Polisi
Pamong Praja Kabupaten/Kota dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 17 Juni 2005.

MENTERI DALAM NEGER],
ttd

H. MOH. MA'RUF
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur susunan organisasi, formasi,
kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja
sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan
Peraturan Daerah.

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas
Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan
ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis Yyang
memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
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BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2
Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong

Praja menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah
dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau
aparatur lainnya;

e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah.

BAB IlI
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu
ketenteraman dan ketertiban umum;

b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah.

Pasal 6
Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma
sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu
ketenteraman dan ketertiban umum;

c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya
tindak pidana;

d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran
terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi terdiri dari Tipe A dan Tipe B.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A, terdiri dari :

a. Kepala;

b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian;

c. 4 (empat) Bidang, masing- masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
(3) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B, terdiri dari :

a. Kepala;

b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian;

c. 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Pasal 10

(1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota terdiri dari Tipe A dan Tipe B.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala;

b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian;

c. 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
(3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri dari:

a. Kepala;

b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;

c. 3 (tiga) Seksi.

Pasal 11
Pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V
ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A adalah jabatan Eselon Il a.

(2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B dan Kabupaten/Kota Tipe A
adalah jabatan Eselon Il b.

(3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Tipe B, Kepala Bagian dan
Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A adalah jabatan Eselon Il
a.

(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B dan
Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan Eselon |11 b.

(5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A dan
Kabupaten/Kota Tipe B adalah jabatan Eselon IV a.

(6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B dan
Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan Eselon IV b.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu:
a. Pegawai Negeri Sipil,
b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat
Pengatur Muda (11/a);
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c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk lakilaki dan 155 Cm untuk
Perempuan;
d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;

e. Sehat jasmani dan rohani;

f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
Pasal 14

(1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

a. Alih tugas;
b. Atas permohonan yang bersangkutan;
c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

(2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari satuan Polisi Pamong Praja,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS.

(3) Pedoman Peraturan disiplin Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15
Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat
fungsional Polisi Pamong Praja.

BAB VII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16
(1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) teknis dan fungsional.
(2) Pedoman penyelenggaraan Diklat bagi anggota Polisi Pamong Praja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 17
Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18
Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api
yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi
dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 19
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan,
penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
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Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 21
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi
dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan,
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 22
Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

BAB X
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 23
(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas  hubungan
fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan
kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

Pasal 24
Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mengkoordinir
pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lintas

Kabupaten/Kota.
BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 25
(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas Satuan Polisi Pamong
Praja.

(2) Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan
peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 26
Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan
biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB Xl
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27
Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang- undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit




(1) Peraturan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur pembentukan
organisasi dan eselon Satuan Polisi Pamong Praja, masih tetap berlaku sebelum
diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 29
Penetapan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional, dilakukan paling lambat 5
(lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 30

(1) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Propinsi dapat ditetapkan sebagai Satuan
Polisi Pamong Praja tipe A, apabila jumlah penduduk Propinsi tersebut lebih dari 8
juta jiwa.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten dapat ditetapkan sebagai Satuan
Polisi Pamong Praja tipe A, apabila jumlah penduduk Kabupaten tersebut lebih dari 2
juta jiwa.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kota dapat ditetapkan sebagai Satuan Polisi
Pamong Praja tipe A, apabila jumlah penduduk Kota tersebut lebih dari 1 juta jiwa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728), dan peraturan lain yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 112
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